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I{EPUTUSAN BI'PATI IIALMAIIERA BARAT
NOMOR Gg /KPTS/ 1u /2016

TENTANG

PEITUilJI'KAIS PEISGITRUSI PENYIMPAIU BARANG
PArrA sArrrAr[ r(ERrra DrlYAs rELAurAtv DAIY PERIKAfiA-II

KABI'PATEI{ IIALMAIIERA BARAT
TAIIINT AN(X}ARAIV 2016

BTTPATI IIALililAIITRA BARAT,

Menimbang : a. batrwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal s ayat
l2l huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2T Taht;rrr 201,4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk
kelaracaran pelaksanaan prograf,,n dan kegiatan dipandarag
perlu rnenunjuk Pengurus/Pen5rimpan Barang pada Dinas
Kelautan dan Perikanar Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O1,6;

b. bahwa saudara DAMRAT JALTL, s.pi, yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah selaku pejabat
pengguna barang dianggap cakap dan rnernenuhi syarat serta
mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus/penyimpan
barang pada satuan kerja Dinas Kelautan dan perikanan
Kahupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan PenguruslPenyimpan Barang pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2OL6
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Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat tI Dalarn
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Und.ang*
undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang 8 Tahun lg74 tentang pokolc-pokok
Kelregawaian;

3. Undang-undang Noanor 6 Tahun 20OO tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Malukq Tenggara Barat;

4- Undang*undang Nomor tr Tahun 2OOA tentang Pembentukan
Kabupaten Halmatrera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan SuIa, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Negara;

tentang Keuangan

6. Undang-undang Nomor
Perbendaha.raan Negara;

1 ?ahun 2OO4 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

7- undang-undang Nornor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. undang-undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 terrtang pemerintallan
Daerah;

9- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana
Perimbangan;

lo-Peraturan Pernerintah Nomor s8 Tahun 2oo5 terrtang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AA tentang
Pengelolaan Barang Mitk Negara/Daerah;

l2.Peraturan Merrteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tarrun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Hakxrahera Barat Nornor ...1....
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O16;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Hallmahera Barat Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

1. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No
Um.O5O/SL.376/15k tgl 17 Desember 2O15 perihal : Usulan
Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Saudara DAMRAT JALIL, Nip. 198O102G 2OO9O3 1

OO2 sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja
Dinas Kelautan dan PerikErntuL Kabupaten Halmahera Barat
dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.

Pengurus/Penyirnpan Barang sebagaimana dimaksud Dikturn
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengums/Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum
sebagai berikut :

KETIGA
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SPDCIMEN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG

TANDA TANGAN PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

: Jailolo

PEJABAT n"r
Sekretaris Daerah f
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum E
Kadis Kelautan & Perikanan o(*l' t
Kabag. Hukum & Orgs v/

t 5 )4vtoag 2at6

BUPATI HALMAHERA BARAT,tu
NAMTO H. ROBA

Tembusdn: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Perneriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspelrtorat Kabupaten Ha-lmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmatrera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. HaIbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimErna mestinya


